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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peralihan hak milik atas tanah dengan hibah yang dilakukan oleh 

perseorangan kepada yayasan Muhammadiyah tidak memberikan kepastian 

hukum dikarenakan salah satu syarat dalam proses peralihan hak milik atas 

tanah tersebut tidak dipenuhi oleh yayasan Muhammadiyah. 

2. Peralihan hak milik atas tanah dengan hibah yang dilakukan oleh 

perseorangan kepada yayasan Muhammadiyah di Kabupaten Bantul 

Yogyakarta terdapat kendala bhawa  Muhammadiyah tidak memenuhi salah 

satu syarat yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional, yaitu surat yang 

menunjukan bahwa Muhammadiyah merupakan badan hukum kegamanaan 

yang dapat memiliki hak milik atas tanah. 

3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul sudah melakukan upaya 

dengan menghubungi Ketua Badan Wakaf dan Kehartabendaan yayasan 

Muhammadiyah untuk segera melengkapi kekurangan syarat yang diminta 

oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul. 

 

B.    Saran 

1. Sebagai subjek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dalam 

melaksanakan peralihan hak milik atas tanah dengan hibah  hendaknya 
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melaksanakan aturan dengan baik dan benar agar dapat memberikan 

kepastian hukum bagi kedua belah dan tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan dalam peralihan hak milik atas tanah dengan hibah. 

2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul  sebagai pemerintah telah 

benar melakukan komunikasi kepada Badan Hukum Muhammadiyah 

sebagai penerima hibah. Kedepannya diharapkan untuk melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat khususnya Badan Hukum termasuk Badan 

Hukum Keagamaan dan Pejabat Pembuat Akta  Tanah mengenai syarat yang 

harus dipenuhi untuk melakukan pemilikan hak atas tanah khususnya hak 

milik atas tanah. 

3. Badan Hukum Muhammadiyah Kabupaten Bantul Sebagai subjek hukum 

harus sadar mengenai kepastian hukum dan sadar bahwa hukum dibuat 

untuk mengatur sesuatu agar menjadi benar, Terlebih sebagaiyang menjadi 

wakil pemegang kuasa suatu badan hukum, maka harus paham bahwa dasar 

bertindak dalam perbuatan hukum tesebut ialah sebagai badan hukum bukan 

sebagai dirinya pribadi. 
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